
 
 

 

 

 

PERATURAN BUPATI BREBES 

NOMOR         8      TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2022 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KELAS B 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BREBES, 

 

Menimbang  : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang 

dijamin dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata 

Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kelas B, belum sesuai 

dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-

undangan, sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kelas B; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

  SALINAN  



 
 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6867); 

5. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah 

Sakit Umum Daerah Brebes Kelas B (Berita Daerah Kabupaten 

Brebes Tahun 2022 Nomor 97); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KELAS B. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah Brebes Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 

97) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 



 
 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Brebes. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes. 

5. Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinkesda adalah Dinas 

Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinkesda Kabupaten Brebes. 

7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit yang didirikan dan 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan 

kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. 

8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 

Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kelas B. 

9. Direktur adalah Direktur RSUD. 

10. Komite medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih 

dari anggota staf medik fungsional yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Direktur. 

11. Komite Keperawatan adalah Kelompok Tenaga Keperawatan yang 

keanggotaanya dipilih dari anggota paramedik keperawatan yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. 

12. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat 

BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal 

dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, 

keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responbility) 

dalam menyelenggarakan bisnis sehat. 

13. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas 

dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian 

rumah sakit. 

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam 

suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 

keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang 

terdiri dari sejumlah tenaga ahli dibidangnya dalam jenjang fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 

16. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan 

teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan 

masyarakat. 

17. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis 

tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. 



 
 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2 

(1) RSUD merupakan unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan 

layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam 

pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.  

(2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur, 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkesda 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang 

milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. 

 

Ditetapkan di Brebes 

pada tanggal 2 Januari 2025                

Pj. BUPATI BREBES, 

 

    Ttd  

 

DJOKO GUNAWAN

 

Diundangkan di Brebes 

Pada tanggal 2 Januari 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

BREBES 

      

Ttd 

 

SUTARYONO, S.H.,M.Si 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19720125 199303 1 004 

BERITA DAERAH KAB.BREBES 

TAHUN 2025 NOMOR 8 

 
            Salinan sesuai dengan aslinya 

              Plt. Kepala Bagian Hukum  

               Setda Kabupaten Brebes  

 

 

 

 

        ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si 

                 Pembina Tk. I – IV/b 

            NIP. 19700808 199703 1 006 
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